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putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO
memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir 04 Juni 1998 (umur 26
tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX
XXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON,
WASUAMBA, LASALIMU, , sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 13 Juli 1996
(umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON,
LASALIMU, LASALIMU SELATAN, , sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di Muka Sidang;
DUDUK PERKARA
Dalil Gugatan Penggugat
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor
231/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan
cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang permasalahannya

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, Provinsi

XXOXXXXXX XXXXXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
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41/03/V1/2006, tanggal 02 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat di XXxX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXOOXXXXXX XXXXX Sselama 4 (empat) hari selanjutnya Penggugat dengan Tergugat
pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXOOXXXXX  Selatan, xooooxxxx xxxxx selama 5 (lima) tahun sebagai tempat
kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua)
orang anak masing-masing bernama;

3.1. ANAK |, Tempat tanggal lahir : 06 Maret 2017, umur 7 tahun;

3.2. ANAK I, Tempat tanggal lahir : 01 Januari 2019, umur 5 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4, Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga
mabuk;
4.2 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam

rumah tangga dengan memukul bagian kepala Penggugat sehingga

Penggugat merasa terancam jiwanya ;

43. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nanfkah

lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2021 sampai

sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai
puncaknya pada bulan Oktober 2021 dimana Penggugat menasehati Tergugat
untuk berhenti minum-minuman keras namun Tergugat marah dan memukul
kepala Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang
pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi
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sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena

Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat ;

7. Bahwa Setelah berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah
orang tua Penggugat di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Buton, sedangkan
Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxX, Kecamatan
XXOXXXXX Selatan, XXX XXXXX;

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan
tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;
Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, relaas
dikembalikan oleh PT POS Indonesia tanpa keterangan, dan atas kesempatan
yang diberikan oleh Hakim untuk mencari domisili senyatanya Tergugat,
Penggugat menyatakan secara lisan tidak dapat mencari lagi alamat Tergugat
serta mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Pertimbangan Sidang Hakim Tunggal

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI
Nomor 173/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 Tentang Izin sidang
dengan Hakim Tunggal, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo
Nomor 1/KPA.W21-A7/SK/HK.05/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang
susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Tunggal,
maka perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah
mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka
perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,

memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
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Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara

cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman
di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, maka Pengadilan Agama Pasarwajo secara
kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah
tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum
dan kepentingan hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara a quo, sehingga
Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
perkara a quo (legitima persona standi in judicio);
Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, namun telah
ternyata dalam keterangan relaas jurusita tersebut, relaas dikembalikan oleh PT
POS Indonesia tanpa keterangan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh
Hakim kepada Penggugat untuk mencari alamat pasti Tergugat agar dipanggil

ulang sesuai dengan alamat domisili senyatanya, namun Penggugat
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menyatakan tidak sanggup dan tidak mengetahui lagi secara pasti domisili

Tergugat saat ini serta Mohon Putusan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Hakim menemukan alasan yang menyebabkan permohonan Penggugat
menjadi kabur, yaitu Penggugat tidak dapat menunjukan secara jelas domisili
Tergugat sebagai dasar untuk mengajukan permohonan cerai gugat. Dengan
demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard).
Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah
diketahui bahwa alamat Tergugat kabur atau tidak, maka sesuai ketentuan
gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard), dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasarwajo

pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi yang bertepatan dengan
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tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah oleh Eko Yunianto, S.H., M.H. sebagai Hakim

Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd
Eko Yunianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
La Ode Azwar Tanda, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp60.000,00
3. Panggilan Rp9.000,00
4 PNBP Rp20.000,00
Panggilan
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
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